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ABSTRAK 

FAKRI MARSAL 14042024/2014 : Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam 

Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kenagarian Sumanik Dan Tabek Patah 

Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

bagaimana Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan 

Nagari Di Kenagarian Sumanik Dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung 

Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya 

koordinasi Wali Nagari terhadap Perangkat nagari dalam mengelola keuangan 

nagari, belum terlaksananya Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang 

pengelolan keuangan desa dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di 

nagari yang tinggi dikarenakan pengelolaan keuangan yang lambat.  

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan 

penelitian ditentukan secara purposive sampling dan random sampling. Data 

dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi serta direduksi agar bisa ditarik kesimpulan dari data yang telah 

didapat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Wali nagari Sumanik dominan 

menerapkan gaya kepemimpinan otoriter dilatar belakangi oleh sifat Wali nagari 

yang disiplin dan tegas. Gaya kepemimpinan yang diharapkan yaitu gaya 

demokratis (2) Wali nagari Tabek Patah dominan menerapkan gaya 

kepemimpinan demokratis dilatar belakangi oleh jiwa sosial Wali nagari yang 

tinggi serta dekat dengan masyarakat, sedangkan gaya kepemimpinan yang 

diharapkan yaitu gaya demokratis. 

Kata Kunci : Gaya, Kepemimpinan, Wali nagari, Pengelolaan, Keuangan, Tanah 

Datar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ditengah perubahan dan perkembangan dinamika kehidupan politik 

pemerintahan dewasa ini, disadari baik secara internal maupun eksternal, terdapat 

isu sentral yang menjadi wacana publik, yaitu perlunya pembagian kekuasaan 

kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah guna 

meningkatkan kemandirian daerah mengelola rumah tangganya sendiri dalam 

hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah pusat, di daerah terdapat 

pembagian wilayah secara administratif sampai kepada sistem pemerintahan 

terendah yaitu desa dan nagari. Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 6 

tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur 

organisasi pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala 

Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan 

dan pembangunan desa serta kemasayarakatan dan urusan-urusan pemerintahan 

umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Kepala Desa diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta menetapkan anggaran 

pendapatan dan belanja desa. Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah desa 



 

 

 
 

dapat berjalan dengan lancar dan baik karena didukung oleh banyak faktor. Salah 

satu yang terpenting adalah keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, 

Kepala Desa dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain hal yang bersifat pribadi 

dan hal yang diluar kemampan pemerintah desa. Peran Kepala Desa dalam 

melaksanakan pengelolaan sumber keuangan desa adalah sebagai pelaksana 

sekaligus  pengawas atas kegiatan atau usaha desa dalam mengelola keuangan 

desa. Selain itu Kepala Desa juga melakukan pertanggungjawaban disetiap akhir 

tahun anggaran dalam bentuk membuat dan menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN), (Fitri 2006 : 16). Pengelolaan keuangan desa 

meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan 

keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut 

kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 

keuangan desa. 

Berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 

desa menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola dengan berdasarkan asas asas 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan 

akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi 

dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan 



 

 

 
 

di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang 

mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana 

desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas. 

Pemerintahan terendah di Sumatera Barat dikenal dengan nagari yang 

memiliki posisi sejajar dengan desa, desa maupun nagari dalam hal ini 

mempedomani undang-undang nomor 6 tahun 2014, berdasarkan undang-undang 

tersebut ditetapkan desa menjadi dua, yaitu desa adat dan desa. Pemerintah 

Sumatera Barat memilih desa adat maka posisi nagari dapat disebut dengan desa 

adat. Nagari menurut perda Sumatera barat nomor 2 tahun 2007 adalah kesatuan 

masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat 

istiadat. Pemerintahan nagari berlaku dan ditetapkan diseluruh kabupaten/kota di 

provinsi Sumatera Barat.  

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada 

dalam provinsi Sumatera Barat, dengan Ibu kota Batusangkar. Kabupaten ini 

merupakan kabupaten terkecil kedua untuk wilayah luas wilayah di Sumatera 

Barat, memiliki 14 kecamatan, 75 Nagari dan 395 Jorong. Kabupaten Tanah Datar 

merupakan daerah agraris, lebih dari 70% penduduknya bekerja disektor pertanian 

(Wikipedia). Pedoman pengelolaan keuangan nagari di Tanah Datar diatur dalam 

peraturan bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014. Salah satu kecamatan yang 

berada di Tanah Datar yaitu Kecamatan salimpaung, wilayah administasi 

Kecamatan Salimpaung terdiri dari 6 Nagari (setingkat kelurahan), dan 27 jorong 

(setingkat RW).  Dilihat dari luas wilayah Nagari, maka Nagari yang paling kecil 



 

 

 
 

luasnya adalah Nagari Supayang dengan luas 5,30 Km², sedangkan Nagari yang 

paling luas adalah Nagari Lawang Mandahiling (15,50 Km²) (Salimpaung Dalam 

Angka 2016). Diantara beberapa nagari yang ada di Kecamatan Salimpaung 

terdapat dua nagari dalam penelitian ini yaitu nagari Sumanik dan nagari Tabek 

Patah. Nagari tersebut menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan 

nagari-nagari lainnya, dimana masing-masing memiliki batas-batas wilayah serta 

dipimpin oleh seorang Wali nagari. Sumanik terdiri dari enam Jorong dan nagari 

Tabek Patah yang terdiri dari empat Jorong, Wali nagari dalam kepemimpinannya 

dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, Kepala Urusan nagari serta dibantu dan 

diawasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), lembaga Badan Perwakilan Rakyat 

Nagari (BPRN) dan melibatkan masyarakat secara umum. 

Kewenangan dalam mengelola keuangan nagari dan mewakili pemerintah 

nagari dalam kepemilikan kekayaan nagari yang dipisahkan adalah Wali Nagari, 

maka peran Wali nagari sebagai pemimpin sangat penting dalam mengelola 

keuangan nagari.  Sementara besaran alokasi dana nagari dalam Kabupaten Tanah 

Datar diatur dalam peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 tahun 2016, dalam 

peraturan tersebut disebutkan bahwa Wali Nagari dalam melakukan pengelolaan 

alokasi dana nagari harus mempedomani peraturan Bupati tentang pedoman 

pengelolaan keuangan nagari dan peraturan terkait lainnya, maka dalam hal ini 

kepemimpinan dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan. Dana desa 

merupakan suplay dari pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut 

digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan 



 

 

 
 

produktifitas sebuah desa, dengan demikian dapat dipahami bahwa persoalan 

pengelolaan keuangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepemimpinan.  

Toha dalam Badrudin (2013 : 163) mengemukakan bahwa suatu organisasi 

akan berhasil atau gagal sebagian bisa ditentukan oleh gaya kepemimpinan. Gaya 

kepemimpinan seorang leader merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

kinerja keuangan, pemimpin yang baik akan mengambil suatu keputusan yang 

paling menguntungkan bagi organisasi dibandingkan dengan keputusan 

sebelumnya maka kepemimpinan sangatlah mempengaruhi pengelolaan 

keuangan. Kepemimpinan dalam konteks penelitian ini yang akan dikaji adalah 

mengenai gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya 

kepemimpinan laissez faire. Gaya kepemimpinan yang mana yang sebaiknya 

dijalankan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah tergantung pada kondisi anggota 

organisasi itu sendiri. Gaya kepemimpinan otoriter biasanya pemimpin merasa 

bahwa mereka mengetahui apa yang mereka  inginkan dan cenderung 

mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah-perintah 

langsung kepada bawahan. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis, gaya ini 

berasumsi bahwa para anggota organisasi terlibat dalam melaksanakan keputusan 

dan proses pembuatanya, walaupun yang membuat keputusan akhir adalah 

pemimpin, setelah menerima masukan dan rekomendasi dari anggota organisasi. 

Gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu laissez faire, pendekatan gaya 

kepemimpinan ini bukan berarti tidak adanya sama sekali pimpinan tetapi 

berasumsi bahwa suatu tugas diberikan kepada bawahan, dalam menentukan 



 

 

 
 

teknik-teknik pengerjaan tugas dilakukan sendiri guna tercapainya tujuan dan 

sasaran organisasi. (Pasolong, 2008:46-47) 

Pengelolaan keuangan nagari sudah disusun berdasarkan aturan dan teknis 

pelaksanaan, pemimpin diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam 

mengelola keuangan nagari. Namun dalam pengelolaan keuangan nagari baik di 

nagari Sumanik maupun Tabek Patah ditemukan beberapa hambatan, misalnya di 

nagari Tabek Patah ditemukan komunikasi antara wali nagari dengan perangkat 

nagari kurang terjalin dengan harmonis dikarenakan sikap apatisme pimpinan 

terhadap bawahan, menurut informasi yang penulis dapatkan dari Ibu Desi selaku 

Sekretaris nagari di Tabek Patah pada tanggal 22 September 2017 mengatakan 

bahwa; 

“Wali Nagari jarang berada di kantor, keluhan kami selaku perangkat 

nagari sulit untuk disampaikan kepada Wali Nagari, sehingga 

permasalahan serta kesulitan dalam pengelolaan keuangan tidak 

diketahui oleh Wali Nagari kami sendiri”. 

 

Permasalahan lain yang penulis dapatkan dari sekretaris nagari Tabek 

Patah yang menyebutkan bahwa kurangnya dorongan dari Wali nagari kepada 

Perangkat nagari dalam membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) sehingga 

Perangkat nagari selalu lambat dalam pembuatan LPJ. Permasalahan lain di nagari 

Tabek Patah dilihat dari kurangnya koordinasi Wali nagari tentang pelaksanaan 

pengelolaan keuangan yang baik dan benar menurut aturan yang ada, berdasarkan 

informasi dari Ibu Nila Kusuma selaku Kaur Kesra di nagari Tabek Patah pada 

tanggal 22 September 2017 mengatakan: 



 

 

 
 

“Kesulitan kami dalam mengelola keuangan salah satunya kurang 

kejelasan tentang bagaimana format Laporan Pertanggung jawaban 

yang sebenarnya, Bapak Wali hanya memberikan kami dokumen 

tertulis, kemudian kami lah yang membaca dan memahaminya sendiri, 

beliau hanya mengatakan begini format LPJ yang benar, seharusnya 

Bapak Wali menjelaskan dan memantau kami secara langsung”. 

 

Kurangnya perhatian Wali nagari terhadap kinerja perangkat nagari 

merupakan salah satu penyebab pengelolaan keuangan yang lambat, Wali nagari 

yang baik akan berusaha membawa organisasi kearah yang lebih baik yaitu 

dengan bekerja secara efektif, melakukan pengawasan yang baik serta memiliki 

kebijaksanaan. Wali nagari Tabek Patah masih kurang dalam segi bijaksana, hal 

ini disampaikan oleh Sekretaris KAN Tabek Patah yaitu Bapak Datuk Mantiko 

Marajo pada tanggal 03 Oktober 2017: 

“Wali nagari sekarang dari segi komunikasi dia bagus, pandai 

bermasyarakat. Apapun acara yang dilaksanakan di nagari beliau datang, 

diundang mendoa dia hadir sampai selesai. Cuman dari segi 

kebijaksanaan beliau kurang, kelemahan beliau itu, kurang bisa melobi 

keatas, kurang dekat dengan Camat atau Bupati, Wali nagari kan 

seharusnya gitu, mampu bikjaksana dan memiliki kecakapan’. 

 

Berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 kewenangan dalam pengelolaan 

keuangan desa/nagari dipegang oleh Kepala desa/Wali nagari, jadi yang 

bertanggungjawab atas kendala atau keterlambatan pengelolaan keuangan yaitu 

Wali nagari. Pengelolaan keuangan yang lambat akan menimbilkan SiLPA (Sisa 

Lebih Penghitungan Anggaran). Apabila SiLPA di suatu nagari jumlahnya banyak 

akan menyebabkan anggaran periode selanjutnya dikurangi, nagari harus 

menerima anggaran tahunan yang lebih sedikit, sedangkan SiLPA pada tahun 

2016 di nagari Sumanik Rp 327,454,241. Permasalahan lain di nagari Sumanik 

yaitu: hampir dipenghujung akhir tahun anggran yaitu bulan oktober 2017 nagari 



 

 

 
 

Sumanik belum menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total dana 

sebesar Rp506.631.600, Hal tersebut mengakibatkan 72 nagari di kabupaten 

Tanah Datar terkendala pencairan ADD tahap II yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Antra sumbar). Apabila merujuk pada 

Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatakan bahwa pemimpin diwajibkan 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran dan laporan 

pertanggungjawaban maka dari kasus tersebut realisasi dan pertanggungjawaban 

Wali nagari belum terlaksana berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014.  

Peran kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam segala hal, gaya 

kepemimpinan bertujuan untuk mempengaruhi kinerja serta norma perilaku yang 

menjadi identitas dari pemimpin tersebut. Munculnya kebijakan yang tidak sesuai 

dengan harapan masyarakat seharusnya dapat dibenahi dengan baik agar sesuai 

dengan kondisi masyarakat tersebut, seperti yang di kutip dari “Barito Sumanik” 

bulan Februari 2016 tentang harapan untuk nagari Sumanik “Yang diinginkan 

masyarakat bawah itu adalah Wali nagari yang mengerti dengan perasaan susah 

masyarakat”. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang bisa menjawab keresahan 

masyarakat. Didalam Permendagri 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa 

“Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan 

dalam peraturan desa”, namun di nagari Sumanik pelayanan administrasi masih 

ditemukan adanya pungutan, hal ini tentu tidak sesuai dengan yang telah 

diamantkan didalam Permendagri 113 tahun 2014 tersebut. Kemudian seperti 

yang disampaikan oleh Fitra Yadi selaku pemuda di nagari Sumanik yang 

mengatakan; 



 

 

 
 

“Andai kata ada calon Wali Nagari yang mau menggratiskan semua 

urusan surat menyurat di kantor Wali Nagari Sumanik, dipastikan ia akan 

terpilih menjadi Wali Nagari nantinya”. (6/2/16) 

Dalam pengelolaan Keuangan desa, baik desa ataupun nagari dipimpin 

oleh seorang Kepala Desa atau Wali Nagari yang mempunyai tugas melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa (Permendagri 113 tahun 2104). Namun di nagari sumanik masih 

diberlakukannya biaya administrasi hingga mencapai pembayaran sebayak dua 

puluh ribu rupiah dalam pelayanan surat menyurat(Barito Sumanik). 

Permasalahan lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah Wali nagari jarang 

berada di kantor dikarenakan adanya kesibukan lain dimana Wali nagari sering 

berada di Pusat kota Batusangkar dibandingkan di kantornya sendiri yaitu di 

nagari. Menurut informasi yang didapatkan oleh penulis, Wali nagari adalah 

pegawai di Dinas Pertanian Tanah Datar, seperti yang disampaikan oleh bapak 

Saun selaku tokoh masyarakat di nagari Sumanik, beliau mengatakan; 

“Seharusnya Wali nagari mudah untuk ditemui, namun kenyataannya  

sangat susah, untuk menemuinya saja kadang-kadang kami harus pergi ke 

Batu Sangkar, beliau juga merupakan pegawai di Dinas pertanian Tanah 

Datar”. (4 Juli 2018) 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mendapatkan gambaran 

yang lebih rinci mengenai “Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Dalam 

Pengelolaan Keuangan Nagari di Kenagarian Sumanik dan Tabek Patah 

Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar” 

 

 



 

 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah ditulis, maka dapat dilihat beberapa 

identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian; 

1. Kurangnya koordinasi Wali Nagari terhadap Perangkat Nagari dalam 

pengelolaan keuangan nagari. 

2. Belum terlaksananya Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa. 

3. Wali Nagari yang jarang berada di kantor sehingga sulit untuk 

berkomunikasi. 

4. Kurangnya sosialisasi penggunaan anggaran oleh Wali Nagari terhadap 

Perangkat Nagari. 

5. Sisa Lebih Penggunan Anggaran yang tinggi dikarenakan kinerja 

pengelolaan keuangan yang lambat. 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis 

membatasi masalah yakni pemasalahan berkisar pada gaya kepemimpinan 

Wali nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kenagarian Sumanik dan 

Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini 

diatur dalam pasal 4 ayat (1)  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa. Sehingga keuangan nagari dapat dikelola 

berdasarkan asas-asas yang telah disebutkan di latar belakang ini. 

 

 



 

 

 
 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian digunakan untuk menunjukkan apa 

yang sebenarnya akan diteliti terkait masalah dalam penelitian tersebut, dan 

juga untuk menentukan batasan-batasan penelitian agar fokus penelitian jelas 

pada hal-hal yang benar-benar diteliti. 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana pengelolaan keuangan nagari di Kenagarian Sumanik dan 

Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten tanah Datar? 

2. Bagaimana gaya kepemimpinan Wali nagari dalam pengelolaan 

keuangan nagari di kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan 

Salimpaung Kabupaten Tanah Datar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan dari 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan nagari di Kenagarian 

Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten tanah 

Datar. 

2. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Wali nagari dalam pengelolaan 

keuangan nagari di kenagarian Sumanik dan Tabek Patah Kecamatan 

Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. 

 



 

 

 
 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian oleh penulis yaitu; 

1. Manfaat teoritis; 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori 

terkait dengan keilmuan manajemen sumberdaya manusia serta 

administrasi keuangan publik. 

2. Manfaat praktis; 

Penelitian ini bermanfat bagi : 

a) Agar menjadi bahan acuan bagi Wali nagari dalam membuat 

kebijakan. 

b) Untuk memberikan masukan bagi Pemerintah nagari dalam 

menerapkan gaya kepemimpinan yang dominan dan diharapkan 

dalam pengelolaan keuangan nagari. 

  


